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Pendahuluan

Sukuk Negara atau Surat Berharga Syariah Negara (SBSN) merupakan salah satu sumber
pembiayaan negara sekaligus pilihan investasi bagi masyarakat yang ingin berinvestasi berdasarkan
prinsip syariah (Atikah, 2024). Sejak diterbitkannya Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2008 tentang
SBSN, penerbitan sukuk negara terus berkembang dan menjadi salah satu bagian dalam pembiayaan
Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) (Romadhoni et al,, 2022). Sebagai surat berharga
yang diterbitkan berdasarkan prinsip syariah, sukuk negara menggunakan akad yang harus sesuai
dengan ketentuan syariah, salah satunya adalah akad ijarah (Ika & Suryani, 2023).

Dalam akad ijarah, manfaat suatu barang atau jasa menjadi objek transaksi yang dapat diperoleh
oleh pihak penerima manfaat atau musta’jir dengan imbalan tertentu atau ujrah (Saprida et al.,, 2023).
Pemindahan manfaat menjadi bagian penting dalam akad ijarah karena pihak penerima manfaat harus

memperoleh hak atas manfaat sesuai dengan kesepakatan yang dibuat. Oleh karena itu, pemindahan
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manfaat dalam sukuk negara perlu dikaji, terutama ketika tidak disertai penyerahan fisik aset kepada
pihak yang menerima manfaat.

Persoalan tersebut dapat dilihat dalam mekanisme ljarah Sale and Lease Back pada sukuk
negara yang menggunakan Barang Milik Negara (BMN) sebagai aset sukuk negara. Pada tahap awal
transaksi, pemerintah memindahkan manfaat atas BMN kepada perusahaan penerbit SBSN atau pihak
yang ditunjuk melalui dokumen administratif tanpa disertai penyerahan fisik aset. (Trimulato, 2021;
Masumah, 2024). Meskipun manfaat aset dialihkan, BMN tetap berada dalam penguasaan pemerintah
agar dapat digunakan untuk penyelenggaraan pelayanan publik. Setelah itu, aset disewakan kembali
kepada pemerintah berdasarkan akad yang digunakan (Masumah, 2024).

Praktik tersebut menimbulkan persoalan mengenai cara pemindahan manfaat aset pada tahap
awal transaksi sukuk negara yang dilakukan tanpa penyerahan fisik BMN, sementara dalam konsep
ijjarah, manfaat barang menjadi objek akad yang harus dapat dinikmati oleh pihak penerima manfaat
(Fitriyansyah, 2024). Dengan demikian, persoalan yang perlu dikaji bukan hanya mengenai mekanisme
pemindahan manfaat aset dalam sukuk negara, tetapi juga mengenai kesesuaiannya dengan konsep
jjarah dalam fikih. Hal ini penting untuk mengetahui bagaimana pemindahan manfaat aset tanpa
penyerahan fisik BMN dapat ditinjau dari perspektif hukum ekonomi syariah.

Beberapa penelitian terdahulu menunjukkan bahwa pembahasan mengenai sukuk di Indonesia
masih banyak berfokus pada perkembangan sukuk, aspek aturan hukum, mekanisme penerbitan, serta
berbagai kendala dalam pengembangannya. Mujiatun Ridawati (2023), dalam penelitian berjudul
“Perkembangan Obligasi Syariah (Sukuk) di Indonesia”, membahas perkembangan sukuk di Indonesia
yang terus mengalami peningkatan. Namun, penelitian tersebut tidak secara khusus membahas
pemindahan manfaat aset dalam sukuk negara tanpa penyerahan fisik BMN. Aditya Novrizal et al.
(2024), melalui penelitian “Pengembangan dan Implementasi Sukuk sebagai Instrumen Pasar Modal
Syariah di Indonesia”, membahas pengembangan dan penerapan sukuk sebagai instrumen pasar modal
syariah yang meliputi aspek aturan hukum, tata cara penerbitan, serta tantangan pengembangannya.
Pembahasannya tidak berfokus pada persoalan pemindahan manfaat aset dalam sukuk negara dari
perspektif hukum ekonomi syariah. Sementara itu, Zaenol Hasan et al. (2024), dalam penelitian “Evolusi
Sukuk (Obligasi Syariah): Tantangan dan Prospek Masa Depan di Tapal Kuda Jawa Timur”, membahas
perkembangan, tantangan, dan prospek sukuk di wilayah Tapal Kuda Jawa Timur. Penelitian tersebut
juga tidak secara khusus membahas pemindahan manfaat aset dalam Sukuk Negara ketika BMN tidak
diserahkan secara fisik.

Berdasarkan penelitian terdahulu tersebut, novelty atau kebaruan dalam penelitian ini terletak
pada fokus pembahasannya terhadap pemindahan manfaat aset dalam sukuk negara tanpa penyerahan
fisik BMN, dengan menghubungkan praktiknya berdasarkan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2008
tentang SBSN dan tinjauannya menurut hukum ekonomi syariah. Penelitian ini tidak membahas
perkembangan sukuk atau mekanisme penerbitannya secara umum, tetapi secara khusus membahas
persoalan pemindahan manfaat aset ketika BMN tetap berada dalam penguasaan pemerintah. Dengan
fokus tersebut, penelitian ini diharapkan dapat menjelaskan bagaimana praktik pemindahan manfaat

aset dalam sukuk negara dan ditinjau berdasarkan perspektif hukum ekonomi syariah.
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Berdasarkan latar belakang di atas, penelitian ini memiliki dua rumusan masalah, yaitu: (1)
bagaimana praktik pemindahan manfaat aset dalam sukuk negara berdasarkan Undang-Undang Nomor
19 Tahun 2008 tentang SBSN? dan (2) bagaimana tinjauan hukum ekonomi syariah terhadap
pemindahan manfaat aset dalam sukuk negara tanpa penyerahan fisik BMN?. Sejalan dengan rumusan
masalah tersebut, penelitian ini bertujuan: (1) untuk mengkaji praktik pemindahan manfaat aset dalam
sukuk negara berdasarkan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2008 tentang SBSN, serta (2) menilai
tinjauan hukum ekonomi syariah terhadap pemindahan manfaat aset dalam sukuk negara tanpa

penyerahan fisik BMN.

Metode Penelitian/Metode Kajian

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif-kepustakaan (library research) karena
dilakukan dengan mengkaji sumber tertulis yang berkaitan dengan pemindahan manfaat aset dalam
sukuk negara. Sedangkan jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian normatif-kepustakaan
karena penelitian ini tidak melakukan pengumpulan data melalui wawancara atau observasi lapangan.
Pendekatan fikih normatif dan pendekatan konseptual juga digunakan dalam penelitian ini. Pendekatan
fikih normatif digunakan untuk mengkaji ketentuan akad ijarah, pemindahan manfaat, dan kepemilikan
manfaat berdasarkan sumber hukum dan fikih yang relevan. Sementara itu, pendekatan konseptual
digunakan untuk memahami konsep-konsep tersebut dan menghubungkannya dengan praktik
pemindahan manfaat aset dalam sukuk negara.

Sumber data penelitian terdiri atas data primer dan data sekunder. Sumber data primer meliputi
Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2008 tentang SBSN, kitab Fathul Qarib al-Mujib, kitab Al-Figh al-Islami
wa Adillatuhu, serta Resolusi Majma’ al-Figh al-Islami Nomor 53 (4/6) Tahun 1990 tentang Qabd.
Sumber data sekunder meliputi Fatwa DSN-MUI Nomor 72 /DSN-MUI/VI/2008 tentang SBSN Ijarah Sale
and Lease Back, buku, artikel jurnal ilmiah, dan penelitian terdahulu yang relevan. Sumber-sumber
tersebut dipilih berdasarkan keterkaitannya dengan praktik pemindahan manfaat aset dalam sukuk
negara dan ketentuan hukum ekonomi syariah.

Pengumpulan data dilakukan melalui studi dokumentasi dengan menelusuri, membaca, dan
mencatat informasi dari sumber tertulis yang relevan. Informasi yang diperoleh kemudian
dikelompokkan berdasarkan tema akad ijarah, pemindahan manfaat dan kepemilikan manfaat.
Pengelompokan tersebut dilakukan untuk memudahkan pembahasan terhadap praktik pemindahan
manfaat aset dalam sukuk negara dan ditinjau berdasarkan ketentuan hukum ekonomi syariah.

Analisis data menggunakan model interaktif Miles, Huberman, dan Saldafia melalui tahapan
reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Reduksi data dilakukan dengan memilih
informasi yang berkaitan langsung dengan rumusan masalah. Data yang telah dipilih kemudian disajikan
secara naratif dengan menghubungkan ketentuan dalam peraturan perundang-undangan, mekanisme
dalam Fatwa DSN-MUI, dan konsep fikih yang digunakan. Selanjutnya, kesimpulan ditarik berdasarkan
hasil analisis mengenai praktik pemindahan manfaat aset dalam sukuk negara berdasarkan Undang-
Undang Nomor 19 Tahun 2008 tentang SBSN serta tinjauannya menurut hukum ekonomi syariah (Miles

etal, 2014:1).
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Keabsahan data dijaga dengan memeriksa kesesuaian informasi terhadap sumber aslinya dan
membandingkan keterangan dari beberapa sumber yang relevan. Pemeriksaan dilakukan terhadap
identitas sumber, bagian yang menjadi dasar kutipan, serta kesesuaiannya dengan fokus penelitian.
Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2008 tentang SBSN diperiksa berdasarkan naskah resminya,
sedangkan kitab fikih, resolusi Majma’ al-Figh al-Islami, dan fatwa DSN-MUI diperiksa berdasarkan
sumber yang dapat ditelusuri. Langkah tersebut dilakukan agar informasi yang digunakan sesuai dengan

sumbernya dan dapat dipertanggungjawabkan secara akademik.

Hasil dan Pembahasan
Praktik Pemindahan Manfaat Aset dalam Sukuk Negara Berdasarkan Undang-Undang Nomor 19
Tahun 2008
Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2008 tentang SBSN mengatur penggunaan BMN sebagai aset
dasar penerbitan sukuk negara. Berdasarkan Pasal 10 ayat (1), BMN dapat digunakan sebagai dasar
penerbitan SBSN dan menjadi bagian dari aset SBSN (UU No. 19 Tahun 2008, Pasal 10 ayat (1)). Dalam
penerbitan sukuk negara dengan akad ijarah, pemindahan manfaat yang dilakukan berkaitan dengan
hak manfaat atas aset, bukan pemindahan kepemilikan fisik aset. Praktik pemindahan manfaat tersebut
dapat dijelaskan melalui tahapan berikut:
1. Penentuan BMN sebagai Aset SBSN
Tahap pertama adalah menentukan BMN yang akan digunakan sebagai dasar penerbitan
SBSN. Pasal 10 ayat (1) UU No. 19 Tahun 2008 tentang SBSN memberikan dasar bagi penggunaan
BMN sebagai aset SBSN (UU No. 19 Tahun 2008, Pasal 10 ayat (1)). Dalam konteks tersebut, BMN
yang digunakan merupakan aset yang telah ada dan memiliki manfaat yang dapat dimanfaatkan,
seperti tanah dan/atau bangunan perkantoran milik pemerintah (UU No. 19 Tahun 2008, Pasal 10
ayat (2)). Sebagai contoh, pada penerbitan SBSN tahun 2008, pemerintah menggunakan tanah
dan/atau bangunan perkantoran milik Departemen Keuangan di berbagai wilayah Indonesia
sebagai underlying asset (ANTARA News, 2008).
2. Pemindahan Manfaat Aset
Tahap kedua adalah pemindahan manfaat BMN kepada perusahaan penerbit SBSN atau pihak
lain yang ditunjuk oleh Pemerintah. Pasal 11 ayat (1) UU No. 19 Tahun 2008 mengatur bahwa
pemanfaatan BMN untuk penerbitan SBSN dapat dilakukan melalui penjualan atau penyewaan hak
manfaat maupun cara lain yang sesuai dengan akad penerbitan SBSN (UU No. 19 Tahun 2008, Pasal
11 ayat (1)). Penjelasan Pasal 11 ayat (1) menegaskan bahwa dalam penerbitan sukuk negara
dengan akad ijarah, transaksi berkaitan dengan hak manfaat atas aset, bukan pemindahan
kepemilikan BMN atau penyerahan fisik BMN kepada investor. Oleh karena itu, hak manfaat BMN
dapat menjadi objek transaksi meskipun asetnya tetap berada dalam penguasaan fisik oleh
pemerintah.
3. Penerbitan SBSN kepada Investor
Tahap ketiga adalah penerbitan SBSN kepada investor. Berdasarkan Ketentuan Khusus angka
3 Fatwa DSN-MUI No. 72/DSN-MUI/VI/2008 tentang SBSN Ijarah Sale and Lease Back, pemerintah
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melalui perusahaan penerbit SBSN menerbitkan SBSN sebagai bukti bagian kepemilikan atas objek
ijjarah yang dibeli investor sesuai dengan kesepakatan (Fatwa DSN-MUI No. 72 Tahun 2008,
Ketentuan Khusus angka 3). Dengan demikian, investor memperoleh SBSN sebagai bukti
kepemilikan sesuai struktur akad yang digunakan. Penerbitan SBSN ini menjadi bagian dari
rangkaian transaksi yang berkaitan dengan manfaat aset yang dijadikan objek ijarah.
4. Penyewaan Kembali Aset kepada Pemerintah

Tahap keempat adalah penyewaan kembali aset kepada pemerintah. Ketentuan Khusus
angka 4 Fatwa DSN-MUI No. 72/2008 tentang SBSN Ijarah Sale and Lease Back menjelaskan bahwa
pemerintah menyewa objek ijarah dengan membayar imbalan (ujrah) kepada pemegang SBSN
selama jangka waktu SBSN (Fatwa DSN-MUI No. 72 Tahun 2008, Ketentuan Khusus angka 4).
Melalui akad sewa tersebut, pemerintah tetap dapat menggunakan BMN untuk menjalankan fungsi
pelayanan publik, sedangkan penggunaan aset oleh pemerintah pada tahap ini didasarkan pada
hubungan sewa setelah transaksi pemindahan manfaat dilakukan. Pemerintah juga berkewajiban
memelihara dan menjaga aset selama masa sewa sebagaimana diatur dalam Ketentuan Khusus
angka 5 fatwa tersebut (Fatwa DSN-MUI No. 72 Tahun 2008, Ketentuan Khusus angka 5).

5. Penyelesaian Transaksi pada Saat Jatuh Tempo

Tahap terakhir adalah penyelesaian transaksi ketika SBSN jatuh tempo. Pasal 12 ayat (1) UU
No. 19 Tahun 2008 mengatur bahwa pada saat jatuh tempo, menteri wajib membeli kembali aset
SBSN, membatalkan akad sewa, dan mengakhiri akad penerbitan SBSN lainnya UU No. 19 Tahun
2008, Pasal 12 ayat (1)). Selanjutnya, Pasal 12 ayat (2) UU No. 19 Tahun 2008 tentang SBSN
mengatur pembayaran nilai nominal SBSN kepada pemegang SBSN pada saat penyelesaian
transaksi UU No. 19 Tahun 2008, Pasal 12 ayat (2)). Pembayaran ini berbeda dari imbalan sewa
(ujrah) yang dibayarkan selama masa sewa. Pada saat jatuh tempo, pemerintah melakukan
pembelian kembali aset SBSN dan menyelesaikan pembayaran nilai nominal SBSN kepada
pemegang SBSN sebagaimana diatur dalam Pasal 12 ayat (1) dan ayat (2).

Berdasarkan tahapan di atas, pemindahan manfaat aset dalam sukuk negara berlangsung melalui
penggunaan BMN sebagai aset SBSN, pemindahan manfaat aset, penerbitan SBSN kepada investor,
penyewaan kembali aset kepada pemerintah, dan penyelesaian transaksi pada saat jatuh tempo.
Rangkaian ini menunjukkan bahwa pemindahan manfaat aset tidak harus disertai penyerahan fisik
BMN. Hal tersebut sejalan dengan UU No. 19 Tahun 2008 tentang SBSN yang mengatur pemindahan hak
manfaat BMN dalam penerbitan SBSN, sedangkan Fatwa DSN-MUI No. 72/2008 tentang SBSN Ijarah Sale
and Lease Back memberikan penjelasan mengenai mekanisme sukuk negara yang menggunakan ijarah

sale and lease back.

Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah terhadap Pemindahan Manfaat Aset dalam Sukuk Negara
tanpa Penyerahan Fisik BMN

Pemindahan manfaat aset dalam sukuk negara dapat ditinjau terlebih dahulu melalui konsep
akad ijarah. Dalam kitab Fathul Qarib al-Mujib, dijelaskan bahwa manfaat suatu benda dapat menjadi

objek sewa selama manfaat tersebut dapat diperoleh dan benda asalnya tetap ada (Al-Ghazi,
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2005:196). Sejalan dengan itu, Wahbah az-Zuhaili menjelaskan bahwa ijarah merupakan akad
pemberian hak atas manfaat dengan imbalan (Az-Zuhaili, 1985:2896). Kedua pandangan tersebut
menunjukkan bahwa objek ijarah tidak harus berupa pemindahan kepemilikan fisik benda, tetapi dapat
berupa manfaat yang diperoleh dari benda tersebut. Oleh karena itu, tidak berpindahnya fisik BMN tidak
bertentangan dengan konsep ijarah.

Hal tersebut berkaitan dengan konsep milk al-manfa’ah, yaitu kepemilikan atas manfaat suatu
benda yang berbeda dari kepemilikan atas bendanya (Az-Zuhaili, 1985:2896). Dalam pemindahan
manfaat aset dalam sukuk negara, yang dialihkan adalah hak untuk memperoleh manfaat dari BMN
sesuai dengan akad, bukan kepemilikan fisik BMN itu sendiri (Trimulato, 2021). Pada tahap pertama,
pemerintah mengalihkan hak manfaat BMN kepada perusahaan penerbit SBSN atau pihak yang ditunjuk
melalui transaksi berdasarkan akad dan dokumen terkait, tanpa penyerahan fisik BMN. Selanjutnya,
SBSN diterbitkan kepada investor sebagai bukti kepemilikan bagian atas objek ijarah. Dengan demikian,
investor memiliki bagian hak atas manfaat aset sesuai dengan SBSN yang dimilikinya, sedangkan
kepemilikan BMN secara fisik tetap berada pada pemerintah.

Selanjutnya, pemindahan manfaat aset dalam Sukuk Negara dapat ditinjau melalui konsep qabd
hukmi, yaitu serah terima secara hukum tanpa harus disertai penyerahan fisik benda. Resolusi Majma’
al-Figh al-Islami Nomor 53 (4/6) Tahun 1990 mengakui serah terima secara hukum apabila objek telah
diserahkan dengan cara yang memungkinkan pihak penerima menguasai dan melakukan tindakan
terhadapnya, meskipun tidak terjadi serah terima secara fisik. Resolusi tersebut juga menjelaskan
bahwa cara serah terima dapat berbeda sesuai dengan keadaan objek dan kebiasaan (‘urf) yang berlaku

(Majma’ al-Figh al-Islami, 1990).

3
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Artinya: “Secara hukum, serah terima dapat terjadi melalui pengosongan objek yang disertai

pemberian kemampuan untuk melakukan tindakan terhadapnya, meskipun tidak terjadi serah

terima secara fisik. Cara serah terima berbagai benda berbeda-beda sesuai dengan keadaan benda

tersebut dan kebiasaan (‘urf) yang berlaku” (Majma’ al-Figh al-Islami, 1990).

Dalam konteks sukuk negara, konsep ini berkaitan dengan pemindahan manfaat BMN dari
pemerintah kepada investor melalui perusahaan penerbit SBSN atau pihak yang ditunjuk sesuai dengan
akad. Meskipun BMN tetap berada dalam penguasaan pemerintah, hak manfaatnya dapat dialihkan
tanpa harus memindahkan benda tersebut secara fisik. Dengan demikian, gqabd hukmi dalam transaksi
sukuk negara berkaitan dengan adanya pengalihan hak manfaat BMN kepada investor melalui
mekanisme SBSN yang diakui dalam akad dan dokumen transaksi, sehingga investor memperoleh hak
atas manfaat aset sesuai dengan bagian SBSN yang dimilikinya, meskipun BMN tidak diserahkan secara
fisik.

Berdasarkan seluruh uraian di atas, pemindahan manfaat aset dalam sukuk negara tanpa
penyerahan fisik BMN pada prinsipnya diperbolehkan menurut hukum ekonomi syariah. Hal ini karena
objek yang dipindahkan adalah manfaat aset, bukan keharusan untuk memindahkan BMN secara fisik,

dan serah terima dapat dilakukan secara hukum atau qabd hukmi apabila hak manfaat benar-benar telah
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dialihkan serta memberikan hak kepada investor untuk memperoleh manfaat aset sesuai dengan akad

dan bagian SBSN yang dimilikinya. Dalam mekanisme ini, pemerintah tetap dapat menggunakan BMN

berdasarkan akad sewa kembali yang telah disepakati. Oleh karena itu, ukuran kesesuaiannya dengan

prinsip syariah terletak pada keabsahan akad ijarah, kejelasan hak manfaat yang dialihkan, dan

terpenuhinya serah terima secara hukum, bukan semata-mata pada berpindah atau tidaknya fisik BMN.

Penutup

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah diperoleh, dapat disimpulkan

sebagai berikut:

1.

Praktik pemindahan manfaat aset dalam sukuk negara berdasarkan Undang-Undang Nomor 19
Tahun 2008 tentang SBSN dilakukan melalui penggunaan BMN sebagai aset SBSN, pemindahan
manfaat kepada perusahaan penerbit SBSN atau pihak yang ditunjuk, penerbitan SBSN kepada
investor, penyewaan kembali aset kepada pemerintah, dan penyelesaian transaksi pada saat
jatuh tempo. Dalam mekanisme ini, hak manfaat atas BMN menjadi bagian dari transaksi SBSN
tanpa mengharuskan perpindahan kepemilikan sah secara hukum (legal title) terhadap aset
SBSN atau penyerahan fisik BMN. Fatwa DSN-MUI No. 72/DSN-MUI/VI/2008 memberikan
penjelasan lebih lanjut mengenai mekanisme Ijarah Sale and Lease Back dalam sukuk negara
termasuk pembayaran imbalan selama masa sewa dan penyelesaian transaksi sesuai
kesepakatan.

Menurut perspektif hukum ekonomi syariah, pemindahan manfaat aset dalam sukuk negara
tanpa penyerahan fisik BMN pada prinsipnya diperbolehkan. Hal ini didasarkan pada konsep
jjarah yang menjadikan manfaat sebagai objek akad dan konsep milk al-manfa’ah yang
membedakan kepemilikan manfaat dari kepemilikan benda. Selain itu, konsep qabd hukmi
memungkinkan serah terima dilakukan secara hukum tanpa harus disertai perpindahan fisik
aset, sepanjang hak manfaat benar-benar dialihkan sesuai dengan ketentuan akad. Dengan
demikian, tidak adanya penyerahan fisik BMN tidak dengan sendirinya bertentangan dengan
prinsip syariah, selama pemindahan manfaat dan pelaksanaan akad memenuhi ketentuan

hukum ekonomi syariah yang berlaku.

B. Saran

Berdasarkan kesimpulan yang telah diperoleh, ada beberapa saran kepada beberapa pihak

supaya digunakan sebagai bahan pertimbangan dan masukan, saran-sarannya sebagai berikut:

1.

Bagi Pemerintah, perlu meningkatkan keterbukaan informasi mengenai BMN yang digunakan
dalam penerbitan sukuk negara, khususnya terkait pemindahan manfaat, penyewaan kembali
aset, pembayaran imbalan, dan penyelesaian transaksi pada saat jatuh tempo. Informasi yang
disampaikan dengan bahasa yang mudah dipahami dapat membantu masyarakat mengetahui
bagaimana BMN digunakan dalam sukuk negara tanpa harus diserahkan secara fisik kepada

investor.
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2. Bagi DSN-MUI, diharapkan dapat terus memberikan penjelasan dan edukasi mengenai
penerapan prinsip ijarah dalam transaksi keuangan syariah, khususnya pemindahan manfaat
aset dalam sukuk negara tanpa penyerahan fisik BMN dan penerapan konsep qabd hukmi.
Penjelasan tersebut dapat membantu masyarakat maupun akademisi memahami ketentuan
pemindahan manfaat aset dalam sukuk negara.

3. Bagi peneliti selanjutnya, penelitian ini dapat dikembangkan dengan mengkaji dokumen
penerbitan sukuk negara tertentu untuk mengetahui lebih lanjut pengaturan pemindahan hak
manfaat dalam akad dan dokumen penerbitannya. Penelitian berikutnya juga dapat
menggunakan metode lapangan atau membandingkan beberapa sukuk negara dengan akad
yang lain guna memperoleh pemahaman yang lebih mendalam mengenai pelaksanaan

pemindahan manfaat aset dan kesesuaiannya dengan prinsip hukum ekonomi syariah.
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